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TAHUN ANGGARAN 2009
BUPATI CIANJUR,

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009 telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009;

bahwa sehubungan dana alokasi khusus yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat dan dana perimbangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat belum
terakomodir dalam APBD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2008 Peraturan Bupati sebagaimana tersebut dalam huruf
a perlu disempurnakan;

bahwa perubahan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2009 termaksud telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah 172.4.1/06/DPRD tanggal 27 April 2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b
dan ¢, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun
20009.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor
34);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluais dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaga
Negara Tahun 2001 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005  tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 2005 Nomor 138
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2009;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur pada
Pihak Ketiga;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 08 Seri D1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04 Seri D);
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Peraturan Daerah Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Cianjur
Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03
Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri
D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2009 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01 Seri D);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI CIANJUR NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2009, yang
telah diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 31 tanggal 29
Januari 2009, diubah :

Pasal 1, diubah sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, terdiri atas :

1.

Pendapatan :

a. Pendapatan asli daerah
b. Dana perimbangan
c. Lain-lain pendapatan yang sah

Jumlah pendapatan

Belanja :

a. Belanja tidak langsung :

Rp 87.867.335.743,15
Rp 1.044.736.703.795,00
Rp 93.688.939.630,00

Rp 1.226.292.979.168,15

1. Belanja pegawai Rp 681.371.097.200,00
2. Belanja bunga Rp 4.340.500.000,00
3. Belanja subsidi Rp 2.800.000.000,00
4. Belanja hibah Rp 83.250.880.100,00
5. Belanja bantuan sosial Rp 62.658.379.500,00
6. Belanja bagi hasil Rp 822.000.000,00
7. Belanja bantuan keuangan Rp 41.770.500.000,00
8. Belanja tidak terduga Rp 5.154.560.471,40
Jumlah Rp 882.167.917.271,15
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b. Belanja langsung :

1. Belanja pegawai Rp 35.404.585.950,00
2. Belanja barang dan jasa Rp 170.053.565.916,00
3. Belanja modal Rp 184.749.591.438,00
Jumlah Rp 390.207.743.304,00
Jumlah belanja Rp 1.272.375.660.575,15
Surplus/(defisit) Rp (46.082.681.407,00)
3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp 122.847.943.850,00

b. Pengeluaran Rp  76.765.262.443,00

Jumlah pembiayaan neto Rp  46.082.681.407,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 April 2009

BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2009 NOMOR 49.



